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ABSTRACT 
This study examines the impact of board of directors’ characteristics-board size, diligence, 

diversity, and tenure on environmental disclosure, alongside the moderating role of the Corporate 

Social Responsibility (CSR) Committee. Integrating the Behavioral Theory of the Firm and Upper 

Echelons Theory, it investigates how internal governance drives sustainability transparency. 

 Focusing on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 

2020 to 2024, a purposive sample of 48 companies (240 observations) was analyzed. Secondary 

data from annual reports, sustainability reports, and Bloomberg Terminal were tested using 

multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) based on GRI 300 

standards.          

 The findings reveal that board diligence significantly and positively impacts environmental 

disclosure, while board tenure has a significant negative effect; board size and diversity show no 

effect. Furthermore, the CSR Committee fails to moderate these relationships, concluding that its 

establishment in Indonesian manufacturing firms remains largely symbolic (decoupling) for formal 

regulatory compliance. 

Keywords: Board of Directors Characteristics, Environmental Disclosure, CSR Committee, 

Manufacturing Companies. 

 

PENDAHULUAN 
Perhatian global terhadap isu keberlanjutan telah mendorong pergeseran paradigma bisnis 

dari orientasi profit menuju tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dalam 

konteks ini, pengungkapan lingkungan menjadi indikator penting untuk menilai komitmen 

perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Di Indonesia, komitmen tersebut diperkuat 

melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Namun, 

implementasinya masih menghadapi tantangan karena banyak perusahaan cenderung melakukan 

pengungkapan simbolis (CSR decoupling) demi menjaga legitimasi pasar akibat rendahnya 

kesadaran dan kompetensi internal terkait pelaporan keberlanjutan (Velte, 2023).   

 Kondisi tersebut menegaskan pentingnya tata kelola internal, khususnya peran dewan 

direksi sebagai pengambil keputusan strategis. Berdasarkan Upper Echelons Theory, karakteristik 

dewan seperti ukuran, frekuensi rapat, keberagaman gender, dan masa jabatan memengaruhi arah 

kebijakan pengungkapan lingkungan (Hambrick & Mason, 1984; Orazalin, 2020). Selain itu, 

keberadaan Komite CSR diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam 

merumuskan kebijakan lingkungan perusahaan (Michelon & Parbonetti, 2012).   

 Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. 

Beberapa studi menemukan bahwa ukuran dan keberagaman dewan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan lingkungan (Abu Khalaf, 2024; Almaqtari dkk., 2023), sementara penelitian lain 

menunjukkan dampak negatif akibat konflik kognitif dan fragmentasi internal (Teng dkk., 2025; 

Lestari dkk., 2025). Peran moderasi Komite CSR juga masih diperdebatkan; Ma dan Ahmad (2024) 

membuktikan efektivitasnya, sedangkan Velte (2023) menunjukkan bahwa komite ini sering kali 

hanya bersifat simbolis.         
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 Berdasarkan inkonsistensi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan Behavioral Theory of 

the Firm dan Upper Echelons Theory untuk menguji pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap 

pengungkapan lingkungan serta peran moderasi Komite CSR. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 dengan 240 

observasi. Sektor manufaktur dipilih karena memiliki dampak ekologis yang signifikan, sehingga 

relevan untuk menguji transparansi pengungkapan lingkungan di Indonesia. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Landasan teori utama, rekonstruksi kerangka pemikiran untuk memetakan 

hubungan antarvariabel, serta perumusan hipotesis penelitian yang akan diuji secara 

empiris dijelaskan secara sistematis pada bagian ini. 

Behavioral Theory of the Firm        

 Behavioral Theory of the Firm menjelaskan bahwa keputusan strategis organisasi 

merupakan hasil dari proses kolektif yang dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, preferensi, serta 

keterbatasan rasionalitas para pengambil keputusan dalam memproses informasi yang tersedia 

(bounded rationality) (Cyert dan March, 1963; Greve, 2003). Dalam konteks tata kelola 

perusahaan, teori ini menegaskan bahwa keputusan korporasi tidak selalu didasarkan pada 

pertimbangan rasional yang sepenuhnya optimal, melainkan merupakan hasil kompromi antaraktor 

organisasi yang memiliki kepentingan dan interpretasi yang berbeda terhadap suatu isu strategis. 

 Dalam praktik transparansi informasi, khususnya pengungkapan lingkungan, karakteristik 

dewan direksi memegang peranan penting dalam menentukan orientasi strategis perusahaan 

terhadap isu keberlanjutan. Karakteristik seperti ukuran dewan, intensitas rapat, keberagaman 

gender, serta masa jabatan mencerminkan kapasitas kognitif dan preferensi pengambilan keputusan 

yang dapat memengaruhi kualitas kebijakan pelaporan lingkungan (Hambrick dan Mason, 1984; 

Orazalin, 2020). Perbedaan karakteristik dewan direksi terhadap informasi nonkeuangan yang 

kompleks. Namun demikian, heterogenitas tersebut juga berpotensi memunculkan konflik kognitif, 

memperlambat proses konsensus, serta meningkatkan hambatan komunikasi internal apabila tidak 

dikelola secara efektif (M. A. Harjoto dkk., 2018).      

 Inovasi tata kelola melalui pembentukan Komite Corporate Social Responsibility (CSR) 

menjadi mekanisme yang semakin relevan. Keberadaan komite ini berfungsi sebagai struktur 

koordinasi formal yang bertanggung jawab dalam merumuskan, mengawasi, serta mengevaluasi 

implementasi kebijakan keberlanjutan perusahaan (Michelon dan Parbonetti, 2012). Selain 

menyediakan saluran koordinasi yang lebih terarah, Komite CSR juga berperan dalam 

memfasilitasi integrasi informasi nonkeuangan ke dalam proses pengambilan keputusan strategis, 

sehingga mampu mengurangi rigiditas organisasi dan meningkatkan kapasitas adaptasi perusahaan 

terhadap tuntutan lingkungan yang terus berkembang. 

Teori Upper Echelon          

 Teori Upper Echelon menjelaskan bahwa eksistensi, arah kebijakan, dan hasil strategis 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh karakteristik psikologis serta latar belakang demografis para 

pengambil keputusan di tingkat puncak organisasi (Orazalin, 2020). Teori ini memandang 

organisasi sebagai cerminan dari manajemen puncak, sehingga variasi dalam strategi pelaporan 

lingkungan dipengaruhi oleh basis kognitif, nilai-nilai, dan persepsi yang melekat pada jajaran 

dewan direksi (Hambrick, 2007). Karakteristik struktural dewan, seperti ukuran dewan, tingkat 

kedisiplinan rapat, heterogenitas latar belakang, serta masa jabatan, mencerminkan kapasitas 

kolektif perusahaan dalam menginterpretasikan tuntutan pemangku kepentingan terkait 

keberlanjutan (Orazalin, 2020).        

 Untuk mengoptimalkan potensi kognitif tersebut menjadi tindakan yang nyata, keberadaan 

Komite Corporate Social Responsibility (CSR) dimanfaatkan sebagai mekanisme formal yang 

memusatkan perhatian eksekutif pada agenda pelaporan nonkeuangan (Orazalin, 2020). Integrasi 

antara struktur pengawasan khusus ini dengan komitmen dewan utama pada akhirnya diharapkan 

mampu meningkatkan kredibilitas pelaporan, mengurangi asimetri informasi, serta mendorong 

perluasan pengungkapan lingkungan perusahaan secara lebih substantif (Post dkk., 2011)  
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Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

Perumusan Hipotesis 

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan 

 Berdasarkan Upper Echelons Theory dan Behavioral Theory of the Firm, jumlah anggota 

dewan yang lebih besar mencerminkan keragaman perspektif dan kapasitas kognitif yang lebih luas 

dalam merespons kompleksitas isu lingkungan. Variasi pengetahuan tersebut memungkinkan 

dewan mengurangi keterbatasan informasi (bounded rationality) dalam proses pengambilan 

keputusan strategis. Selain itu, kapasitas pengawasan yang lebih besar juga mendorong 

peningkatan transparansi perusahaan. Temuan empiris Abu Khalaf (2024) dan Almaqtari dkk. 

(2023) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan lingkungan perusahaan. 

 

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.  

Pengaruh Kedisiplinan Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan  

 Dalam perspektif Behavioral Theory of the Firm, frekuensi rapat dewan mencerminkan 

intensitas perhatian dan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan. Rapat yang 

dilakukan secara rutin berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran kolektif yang memperlancar 

aliran informasi internal serta memperkuat evaluasi terhadap kinerja manajemen. Kedisiplinan ini 

mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi lingkungan. Penelitian 

Almaqtari dkk. (2024) dan Abu Khalaf (2024) membuktikan bahwa kedisiplinan rapat dewan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. 

H2: Kedisiplinan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 

Pengaruh Keberagaman Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan 

 Keberagaman gender dalam dewan secara teoretis dapat memperkaya perspektif strategis 

perusahaan. Namun, rendahnya proporsi keterwakilan perempuan pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia berpotensi memunculkan fenomena tokenism (Zimmer, 1988), yaitu kondisi ketika 

keberadaan perempuan lebih bersifat simbolis daripada substantif. Situasi ini membatasi kontribusi 

strategis mereka dalam memengaruhi kebijakan perusahaan. Teng dkk. (2025) dan Lestari dkk. 

(2025) menemukan bahwa keberagaman dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan lingkungan. 

H3: Keberagaman dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 
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Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan 

 Masa jabatan dewan mencerminkan akumulasi pengalaman dan pemahaman terhadap 

kondisi internal perusahaan. Namun, dalam lingkungan bisnis yang menekankan kepatuhan formal, 

lama atau singkatnya masa jabatan tidak selalu menentukan kualitas kebijakan pelaporan 

nonkeuangan. Dewan senior maupun junior cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif 

serupa dalam menjaga legitimasi perusahaan. Michelon dan Parbonetti (2012) serta Aslam dkk. 

(2026) menemukan bahwa masa jabatan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kualitas 

pengungkapan lingkungan. 

H4: Masa jabatan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 

Peran Moderasi Komite CSR dalam Hubungan Karakteristik Dewan Direksi terhadap 

Pengungkapan Lingkungan        

 Secara teoretis, Komite CSR berfungsi sebagai mekanisme organisasi yang 

mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam strategi inti perusahaan. Keberadaan komite ini 

diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas pengawasan dewan, memperkuat hasil evaluasi 

rapat, serta meminimalkan hambatan koordinasi akibat perbedaan perspektif maupun rigiditas masa 

jabatan. Dengan demikian, Komite CSR dapat memperkuat efektivitas karakteristik dewan direksi 

dalam meningkatkan kualitas pengungkapan lingkungan. Driss dkk. (2024) dan Ma dan Ahmad 

(2024) membuktikan bahwa Komite CSR secara signifikan memperkuat hubungan antara 

mekanisme tata kelola dan pengungkapan lingkungan perusahaan. 

H5: Komite CSR memoderasi hubungan antara ukuran dewan direksi dan pengungkapan 

lingkungan. 

H6: Komite CSR memoderasi hubungan antara kedisiplinan dewan direksi dan 

pengungkapan lingkungan. 

H7: Komite CSR memoderasi hubungan antara keberagaman dewan direksi dan 

pengungkapan lingkungan. 

H8: Komite CSR memoderasi hubungan antara masa jabatan dewan direksi dan 

pengungkapan lingkungan. 

METODE PENELITIAN 
Definisi operasional variabel dijelaskan secara terperinci pada bagian ini guna memberikan 

batasan konseptual yang jelas dan ketepatan dalam proses pengukuran variabel penelitian. 

 

Variabel dan Pengukurannya 

Tabel 1 

Variabel & Pengukurannya 

Variabel  Simbol Pengukuran 

Variabel Independen   
Ukuran Dewan Direksi 
Kedisiplinan Dewan Direksi 
Keberagaman Dewan Direksi 
Masa Jabatan Dewan Direksi 
 

 BSI 

 BDI 

 BDV 

 BTE 

Jumlah anggota dewan direksi 

Frekuensi rapat dewan direksi per tahun 

Proporsi direksi perempuan 

Rata-rata masa jabatan direksi 

Variabel Dependen   
Pengungkapan Lingkungan 
(Environmental Disclosure) 

 EVD Skor Pengungkapan Environmental Bloomberg Terminal 

  
Variabel Moderasi 

  

Komite Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

 CSR Variabel Dummy:  
1 = Perusahaan yang memiliki komite CSR 
0 = Perusahaan yang tidak memiliki komite CSR 
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Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik pada sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2020–2024. Pemilihan 

sektor manufaktur dilakukan karena industri ini dikenal memiliki aktivitas operasional yang 

berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam serta berdampak signifikan terhadap 

lingkungan melalui aktivitas produksinya, sehingga menjadi objek yang sangat relevan dalam 

menguji tingkat pengungkapan lingkungan. Teknik penarikan sampel dilakukan menggunakan 

metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria 

berikut:  

1. Perusahaan publik sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara 

berturut-turut selama periode 2020–2024.  

2. Perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan (annual report) dan 

laporan keberlanjutan (sustainability report) selama periode penelitian, baik pada situs BEI 

yang beralamat di www.idx.co.id serta laman resmi tiap-tiap perusahaan.  

3. Perusahaan mengungkapkan seluruh informasi terkait data variabel pada penelitian dengan 

relevan dan juga lengkap (termasuk kelengkapan data ukuran dewan, kedisiplinan dewan, 

keberagaman dewan, dan masa jabatan dewan).  

4. Perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan atau CSR yang memuat elemen 

pengungkapan lingkungan dan memiliki pelaporan atas skor pengungkapan lingkungan di 

database Bloomberg Terminal. 

Model Penelitian 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda 

dan Moderated Regression Analysis (MRA) guna mengakomodasi pengujian efek interaksi dari 

variabel moderasi komite CSR. Analisis dieksekusi secara sistematis, diawali dengan pengujian 

statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model memenuhi syarat BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator). Pembuktian empiris ditarik melalui serangkaian pengujian 

hipotesis yang mencakup pengujian signifikansi simultan (Uji f), pengujian signifikansi parsial (Uji 

t), serta analisis koefisien determinasi (R2). 

Untuk menguji pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap pengungkapan lingkungan 

serta peran moderasi komite CSR, disusun dua model persamaan regresi empiris sebagai berikut: 

1. Persamaan regresi pengaruh langsung     

EVD = α + β1BSI + β2BDI + β3BDV + β4BTE + ε 

2. Persamaan regresi interaksi/ moderasi 

EVD = α + β1BSI + β2BDI + β3BDV + β4BTE + β5CSR + β6BSI*CSR + β7BDI*CSR + 

 β8BDV*CSR + β9BTE*CSR + ε 

Dengan rincian, antara lain: 

EVD    : Environmental Disclosure 

α     : Konstanta 

β1–β9    : Koefisien Regresi 

BSI    : Board Size 

BDI    : Board Diligence 

BDV    : Board Diversity 

BTE    : Board Tenure 

CSR    : CSR Committee 

BSI*CSR    : Interaksi antara Board Size dan CSR Committee 

BDI*CSR    : Interaksi antara Board Diligence dan CSR Committee 

BDV*CSR    : Interaksi antara Board Diversity dan CSR Committee 

BTE*CSR    : Interaksi antara Board Tenure dan CSR Committee 

ε     : error term 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menjelaskan proses seleksi sampel penelitian serta menyajikan hasil analisis 

statistik data secara komprehensif untuk mendukung pengujian empiris. 

Deskripsi Sampel Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder kuantitatif. Populasi yang digunakan 

ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–

2024. Metode purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel. Kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2 

Pemilihan Sampel 

 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1. Perusahaan publik sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia secara berturut-turut (BEI) periode 2020-2024. 

408 

2. Perusahaan yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan tahunan 

(annual report) dan laporan keberlanjutan secara konsisten selama 

periode penelitian. 

(0) 

3. Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi keberlanjutan atau 

CSR yang memuat elemen pengungkapan lingkungan di database 

Bloomberg Terminal. 

(328) 

4. 

 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap dan relevan terkait variabel 

penelitian (ukuran dewan, kedisiplinan dewan, keberagaman dewan, dan 

masa jabatan dewan, beserta pengungkapan lingkungan) 

(32) 

 Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitan 48 

Jumlah observasi penelitian (48 x 5) 240 

 

Statistik Deskriptif         

 Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, 

maksimum, rerata (mean), dan standar deviasi. Hasil analisis terhadap 240 observasi menunjukkan 

distribusi data yang relatif terpusat dan menggambarkan karakteristik sampel penelitian secara 

memadai. Variabel dependen pengungkapan lingkungan (environmental disclosure / EVD) 

memiliki nilai rerata sebesar 38,1794 dengan standar deviasi 18,36350, serta nilai minimum 0,48 

dan maksimum 82,00. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat pengungkapan lingkungan 

antarperusahaan dalam sampel penelitian. Pada variabel independen, ukuran dewan direksi (BSI) 

mencatat rerata sebesar 6,51 dengan standar deviasi 2,345, yang menunjukkan variasi jumlah 

anggota dewan yang relatif rendah. Kedisiplinan dewan direksi (BDI), yang diukur melalui 

frekuensi rapat tahunan, memiliki rerata sebesar 7,53 dengan standar deviasi 3,235. Selanjutnya, 

keberagaman dewan direksi (BDV) memiliki rerata sebesar 0,1203 dengan standar deviasi 0,16425, 

yang mengindikasikan bahwa proporsi keterwakilan perempuan dalam dewan direksi masih relatif 

rendah pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sementara itu, masa jabatan dewan direksi 

(BTE) menunjukkan rerata sebesar 9,1830 dengan standar deviasi 10,42896, yang mencerminkan 

adanya variasi masa jabatan yang cukup tinggi antaranggota dewan dalam perusahaan sampel. 

Tabel 3 

Statistik Deskriptif  

 

 N Min. Maks. Rerata Std. Deviation 

EVD 240 0.48 82.00 38.1794 18.36350 

BSI 240 2 15 6.51 2.345 

BDI 240 3 21 7.53 3.235 

BDV 240 0,00 0.80 0.1203 0.16425 

BTE 240 0.08 54.08 9.1830 10.42896 

Valid N (listwise) 240     

Sumber: Output SPSS 27, 2026 

 
Bilamana dilihat pada Tabel 4, variabel moderasi komite CSR (CSR) yang diproksikan 

dengan variabel dummy distribusinya didominasi oleh perusahaan yang memiliki komite CSR, 

yaitu sebanyak 130 observasi (54,20%). Sementara itu, entitas yang belum memiliki komite CSR 

tercatat sebanyak 110 observasi (45,80%). Proporsi yang relatif seimbang ini mengindikasikan 
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bahwa data variabel komite CSR memiliki variasi yang baik, serta mencerminkan bahwa lebih dari 

separuh sampel perusahaan manufaktur di Indonesia telah memiliki kesadaran struktural dalam 

mengelola tanggung jawab sosial dan pengungkapan lingkungan selama periode observasi. 

 

Tabel 4 

Statistik Deskriptif Frekuensi 
 

Nilai Frekuensi Persentase 
Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

Kumulatif 

0 (Tidak Memiliki Komite CSR) 110 45,80 110 45,80 

1 (Memiliki Komite CSR) 130 54,20 240 100,00 

Total 240 100,00 240 100,00 

Sumber: Output SPSS 27, 2026 

 
Uji Asumsi Klasik 

Model diuji menggunakan serangkaian asumsi klasik untuk memastikan pemenuhan 

kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). 

 

Uji Normalitas          

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 5, pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian 

menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut berada 

jauh di atas ambang batas 0,05 (p > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model 

regresi dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal.  

Uji Multikolinearitas          

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat 

antar variabel independen. Indikator yang digunakan adalah nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Berdasarkan hasil olah data, seluruh variabel independen menunjukkan nilai 

Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10 (dengan rentang nilai VIF berkisar antara 1,085 

hingga 1,231). Hasil ini membuktikan bahwa model regresi terbebas dari bias atau gejala 

multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas        

 Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji secara absolut dengan 

menggunakan uji statistik Glejser. Berdasarkan hasil estimasi tingkat signifikansi, seluruh variabel 

utama penelitian (baik ukuran dewan, kedisiplinan dewan, keberagaman dewan, masa jabatan 

dewan, maupun variabel komite CSR) mencatatkan nilai signifikansi yang berada di atas angka 

0,05 (p > 0,05). Dengan demikian, model regresi dinyatakan terbebas dari gangguan 

heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas. 

Uji Autokorelasi         

 Uji autokorelasi diterapkan guna mendeteksi ada tidaknya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson (DW). Berdasarkan hasil pengolahan data 

pada model dengan jumlah sampel n sebanyak 240 dan jumlah variabel independen termasuk 

moderasi k sebanyak 5, diperoleh nilai batas bawah dL sebesar 1,748 dan batas atas dU sebesar 

1,833. Nilai statistik Durbin-Watson yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebesar 1,815. 

Hasil pengujian 1,748 < 1,815 < 1,833, lebih lanjut menunjukkan model tetap layak digunakan 

karena tidak terdapat indikasi kuat adanya gejala autokorelasi yang mengganggu estimasi 

parameter, sehingga model regresi yang diperoleh tetap bersifat andal dan konsisten untuk menguji 

hipotesis. 
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Tabel 5 

Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas Asymp. Sig (2-tailed) 0,200 

 Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Tollerance 

0,910 

0,921 

0,916 

0,814 

0,813 

VIF 

1,099 

1,085 

1,092 

1,228 

1,231 

t 

  1,319 

- 0,159 

  1,828 

 -1,622 

 -2,527 

Sig. 

BSI 0,189 

BDI 0,874 

BDV 0,069 

BTE 0,106 

CSR 0,061 

Uji Autokorelasi Adjusted R2 0,371 Durbin-Watson 1,815 

Sumber: Output SPSS 27, 2026 

 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertumpu pada tiga indikator. Kapabilitas model dalam menjelaskan 

variabel dependen dinilai melalui Uji R2. Sementara itu, dampak seluruh variabel independen 

secara bersama-sama diukur menggunakan Uji Signifikansi Anova (Uji F), dan kontribusi spesifik 

dari tiap-tiap variabel dianalisis lewat Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T). 

 
Uji Koefisien Determinasi (R2)        

 Berdasarkan hasil pengujian, evaluasi terhadap ketepatan model regresi ditinjau melalui 

nilai R Square dan Adjusted R-Squared guna mengakomodasi jumlah variabel independen yang 

digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Model 2 (Model Moderasi) memiliki daya penjelas 

tertinggi dengan nilai R Square sebesar 0,400 dan Adjusted R-Squared sebesar 0,376. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 40,0% variasi dari variabel dependen (pengungkapan lingkungan) mampu 

dijelaskan secara komprehensif oleh kombinasi variabel-variabel independen (ukuran dewan, 

kedisiplinan dewan, keberagaman dewan, dan masa jabatan dewan) serta variabel moderasi (komite 

CSR) dalam model tersebut. Sementara itu, spesifikasi model lainnya, yaitu Model 1 (Model 

Pengaruh Langsung) mencatatkan kemampuan penjelas yang lebih rendah dengan nilai R Square 

sebesar 0,159 dan Adjusted R-Squared sebesar 0,144. Sisa persentase dari masing-masing estimasi 

tersebut, yaitu sebesar 60,0% pada model utama, merepresentasikan porsi varians pengungkapan 

lingkungan yang dipengaruhi oleh aspek atau faktor-faktor lain di luar variabel yang diobservasi 

dalam penelitian ini.  

Tabel 6 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model 
Koefisien Determinasi 

(R2) 

Koefisien 

Determinasi (R2) 

Disesuaikan 

Standar Eror Regresi 

1    0,159           0,144 16,63680 

2    0,400           0,376 14,20627 

Sumber: Output SPSS 27, 2026 

 
Uji Signifikansi Simultan (F) 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan (uji F), keseluruhan spesifikasi model 

regresi yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kelayakan model (goodness of fit) 

yang baik. Hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas F-Statistik pada Model 1 maupun Model 2 

yang berada jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05, yakni dengan nilai signifikansi sebesar 

<0,001. Temuan ini secara statistik mengonfirmasi bahwa seluruh variabel independen (ukuran 

dewan, kedisiplinan dewan, keberagaman dewan, dan masa jabatan dewan) beserta variabel 

interaksi moderasi (komite CSR) yang digunakan dalam tiap-tiap model secara simultan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan lingkungan, sehingga model regresi 

dinyatakan layak dan valid untuk dipergunakan dalam pengujian hipotesis. 
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Tabel 7 

Uji Signifikansi Simultan (F) 

 

Model Regresi 

Hipotesis 

Jumlah Kuadrat 

Residu 
F-Statistik Prob. (F-Statistik) 

Model 1 62829,746 10,702 <0,001 

Model 2 44803,634 16,447 <0,001 

Sumber: Output SPSS 27, 2026 

 
Uji Regresi Parsial (T)        

 Pengujian hipotesis secara parsial dieksekusi untuk mengevaluasi signifikansi arah dan 

besaran pengaruh masing-masing variabel independen beserta variabel moderasi terhadap 

pengungkapan lingkungan. Berdasarkan hasil olah data, persamaan model regresi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Model 1 Pengaruh Langsung  

EVD   =  36,475 + (-0,416(BSI)) + 1,356(BDI) + (-13,361(BDV)) + (-0,468(BTE)) + 𝜺 

2. Model 2 Moderasi / Moderated Regression Analysis 

EVD = 34,834 + (-1,045(BSI)) + 0,643(BDI) + 1,014(BDV) + (-0,252(BTE)) + 

15,723(CSR) + (-0,533(BSI*CSR)) + 0,769(BDI*CSR) +(15,088(BDV*CSR)) + 

0,363(BTE*CSR)) + 𝜺 

Berdasarkan hasil estimasi Model 1 Pengaruh Langsung, kedisiplinan dewan direksi (BDI) 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan lingkungan dengan koefisien 

sebesar 1,356 (p < 0,001). Sebaliknya, masa jabatan dewan direksi (BTE) memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan, ditunjukkan oleh nilai koefisien -0,468 (p = 0,000). Sementara itu, ukuran 

dewan direksi (BSI) dan keberagaman dewan direksi (BDV) ditemukan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan lingkungan pada taraf signifikansi 5%, dengan nilai probabilitas 

masing-masing sebesar 0,409 dan 0,082.        

 Pengujian efek moderasi melalui Moderated Regression Analysis (MRA) pada Model 2 

menunjukkan bahwa seluruh variabel interaksi antara karakteristik dewan dengan komite CSR 

tidak memiliki pengaruh signifikan (p > 0,05). Hal ini tercermin dari nilai probabilitas interaksi 

ukuran dewan (BSI*CSR) sebesar 0,589, kedisiplinan dewan (BDI*CSR) sebesar 0,240, 

keberagaman dewan (BDV*CSR) sebesar 0,269, dan masa jabatan dewan (BTE*CSR) sebesar 

0,182. Temuan empiris ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite CSR belum mampu 

memoderasi hubungan antara karakteristik dewan direksi dan pengungkapan lingkungan pada 

perusahaan manufaktur. 

Tabel 8 

Uji Regresi Parsial (T) 

 

Variabel Koefisien Std. Eror T-Statistik Prob. 

Konstanta 34,834 7,467 4,665 0,000 

BSI -1,045 0,804 -1,301 0,195 

BDI 0,643 0,315 2,039 0,048 

BDV 1,014 10,502 0,097 0,923 

BTE -0,252 0,117 -2,160 0,032 

CSR 15,723 9,115 1,725 0,040 

BSI*CSR -0,533 0,984 -0,542 0,589 

BDI*CSR 0,769 0,653 1,178 0,240 

BDV*CSR -15,088 13,630 -1,107 0,269 

BTE*CSR 0,363 0,271 1,338 0,182 

Sumber: Output SPSS 27, 2026 
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Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan (H1)  

 Hasil pengujian hipotesis 1 membuktikan bahwa ukuran dewan direksi (BSI) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (EVD) dengan nilai signifikansi 0,195 

(p > 0,05), sehingga H1 ditolak. Berdasarkan lensa Upper Echelons Theory dan Behavioral Theory 

of the Firm, temuan ini mengindikasikan adanya anomali di mana kuantitas personel dewan tidak 

menjamin perluasan pelaporan, karena keputusan strategis lebih ditentukan oleh kualitas kognitif 

dan orientasi nilai keberlanjutan individu di dalamnya. Ditinjau dari kacamata perilaku organisasi, 

struktur dewan yang besar justru meningkatkan hambatan komunikasi dan kompleksitas negosiasi 

antarkoalisi dalam mencapai konsensus, sehingga penambahan anggota cenderung hanya menjadi 

formalitas administratif tata kelola tanpa dampak substantif pada transparansi informasi korporasi. 

Temuan ini selaras dengan penelitian Kateb & Youssef (2025) yang mengonfirmasi bahwa 

penambahan jumlah anggota dewan secara mandiri tidak efektif meningkatkan pengawasan 

lingkungan jika tidak dibarengi dengan keahlian fungsional yang relevan.  

Pengaruh Kedisiplinan Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan (H2)  

 Hasil pengujian hipotesis 2 membuktikan bahwa kedisiplinan dewan direksi (BDI) 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (EVD) dengan koefisien regresi 

0,643 dan nilai signifikansi 0,048 (p < 0,05), sehingga H2 diterima. Temuan empiris ini 

mendukung Upper Echelons Theory yang memandang frekuensi rapat yang tinggi sebagai 

manifestasi nyata dari alokasi atensi kognitif dewan dalam memperluas kapasitas pemrosesan 

informasi nonkeuangan yang kompleks. Mengacu pada Behavioral Theory of the Firm, pertemuan 

rutin bertindak sebagai saluran komunikasi intensif yang mereduksi asimetri informasi dan 

mempercepat konsensus internal untuk merespons ekspektasi pemangku kepentingan. Hasil ini 

sejalan dengan pembuktian Abu Khalaf (2024) dan Kamilla (2025) bahwa peningkatan 

kedisiplinan rapat dewan berkorelasi langsung terhadap penguatan kapabilitas pemantauan serta 

menjadi pendorong utama perluasan adopsi praktik pelaporan keberlanjutan.  

Pengaruh Keberagaman Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan (H3)  

 Hasil pengujian hipotesis 3 membuktikan bahwa keberagaman dewan direksi (BDV) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (EVD) dengan nilai signifikansi 0,923 

(p > 0,05), sehingga H3 ditolak. Fenomena ketidaksignifikanan ini dijelaskan melalui Upper 

Echelons Theory terkait isu tokenism, di mana rendahnya rata-rata proporsi gender perempuan 

dalam dewan 12,03% mencerminkan bahwa pengangkatan kelompok minoritas baru sebatas simbol 

pelengkap regulasi dan belum mencapai massa kritis (critical mass) untuk memengaruhi kebijakan 

keberlanjutan. Melalui kerangka Behavioral Theory of the Firm, heterogenitas yang ekstrem tanpa 

inklusivitas justru memperlebar jurang komunikasi dan memicu konflik kognitif internal. 

Akibatnya, kapasitas dewan habis tersita untuk meredam perbedaan pendapat antarkoalisi, sehingga 

mereka cenderung mengambil jalan kompromi dengan menyepakati standar pengungkapan 

minimal, sejalan dengan temuan Teng dkk. (2025) dan Lestari dkk. (2025).  

Pengaruh Masa Jabatan Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Lingkungan (H4)  

 Hasil pengujian hipotesis 4 membuktikan bahwa masa jabatan dewan direksi (BTE) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan (EVD) dengan koefisien regresi 

-0,252 dan nilai signifikansi 0,032 (p < 0,05), sehingga H4 diterima. Ditinjau menggunakan Upper 

Echelons Theory, pengaruh negatif ini secara fundamental dipicu oleh kekakuan kognitif (cognitive 

rigidity), di mana direktur senior dengan masa bakti ekstensif cenderung terpaku pada paradigma 

bisnis konvensional masa lalu dan resisten terhadap dinamika standar pelaporan global. 

Berdasarkan Behavioral Theory of the Firm, durasi jabatan yang terlampau lama memfasilitasi 

terbentuknya koalisi internal tertutup yang memicu entrenchment effect (efek perlindungan diri) 

demi menjaga status quo. Dewan cenderung menunjukkan perilaku satisficing dengan hanya 

menyetujui pelaporan lingkungan pada tingkat paling minimal sekadar menggugurkan kewajiban 

regulasi dasar, sebuah temuan struktural yang konsisten dengan pembuktian Aslam dkk. (2026) dan 

Almaqtari dkk. (2023).  
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Peran Komite CSR dalam Memoderasi Hubungan Karakteristik Dewan Direksi terhadap 

Pengungkapan Lingkungan (H5, H6, H7, H8)      

 Hasil pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) membuktikan bahwa Komite CSR 

tidak memiliki peran pemoderasi yang signifikan dalam hubungan seluruh karakteristik dewan baik 

ukuran dewan (p = 0,589), kedisiplinan (p = 0,240), keberagaman (p = 0,269), maupun masa 

jabatan (p = 0,182) terhadap pengungkapan lingkungan, sehingga H5, H6, H7, dan H8 ditolak. 

Bukti statistik ini mengonfirmasi adanya praktik simbolis (CSR decoupling), di mana pembentukan 

komite hanya ditujukan demi legitimasi publik dan kepatuhan formal POJK 51/2017 tanpa dibekali 

otoritas eksekutif substantif. Ditinjau dari lensa BTF dan UET, pendelegasian ini justru memicu 

bias pelepasan tanggung jawab oleh dewan utama; kehadiran komite memicu tumpang tindih 

birokrasi pada dewan yang disiplin, serta gagal bertindak sebagai agen intervensi strategis untuk 

mendobrak kekakuan kognitif dewan senior maupun menyatukan dewan yang heterogen. Hasil ini 

memperkuat tinjauan literatur Velte (2023), Chams & García-Blandón (2019), serta Ananda (2025) 

mengenai stagnasi fungsi komite tata kelola di negara berkembang. 

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN 

Fokus pada bagian ini adalah pemaparan kesimpulan atas pengujian hipotesis, keterbatasan 

riset, dan saran untuk perbaikan pada studi selanjutnya. 

Kesimpulan          

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik dewan direksi 

yang diproksikan melalui ukuran dewan, kedisiplinan dewan, keberagaman dewan, dan masa 

jabatan dewan terhadap pengungkapan lingkungan, serta mengeksplorasi peran Komite CSR 

sebagai variabel moderasi. Berdasarkan pengujian kuantitatif menggunakan metode Moderated 

Regression Analysis (MRA) terhadap 48 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2020–2024 (total 240 observasi), penelitian ini menyimpulkan bahwa kedisiplinan dewan 

(frekuensi rapat) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 

lingkungan. Temuan ini mendukung Behavioral Theory of the Firm di mana intensitas pertemuan 

yang rutin secara efektif memperluas kapasitas kognitif dewan dalam memproses informasi 

kompleks, menekan asimetri informasi, dan mempercepat konsensus transparansi pelaporan. 

Sebaliknya, masa jabatan dewan ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, 

mengonfirmasi bahwa masa bakti yang terlalu lama memicu kekakuan kognitif (cognitive rigidity) 

dan efek perlindungan diri (entrenchment effect) sehingga membuat direktur cenderung konservatif 

dan resisten terhadap standar global.       

 Sementara itu, ukuran dewan dan keberagaman gender dewan ditemukan tidak 

berpengaruh signifikan secara statistik; kuantitas anggota dewan tidak menjamin kualitas pelaporan 

, dan rendahnya rata-rata proporsi perempuan (12,03%) memicu fenomena tokenism sehingga 

belum mampu mencapai massa kritis (critical mass) untuk memengaruhi kebijakan keberlanjutan. 

Lebih lanjut, pengujian membuktikan bahwa Komite CSR tidak memiliki peran pemoderasi dalam 

hubungan seluruh karakteristik dewan terhadap pengungkapan lingkungan. Absennya efek 

moderasi ini mengindikasikan kuatnya praktik simbolis (CSR decoupling), di mana pembentukan 

komite khusus tersebut hanya ditujukan demi legitimasi publik atau kepatuhan formal terhadap 

regulasi POJK 51/2017 semata, tanpa dibekali dengan otoritas eksekutif substantif yang mumpuni 

untuk mengintervensi atau mengeskalasi kebijakan dewan direksi.  

Keterbatasan          

 Dalam menginterpretasikan hasil penelitian ini, perlu dipertimbangkan beberapa 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Atribut tata kelola yang diuji masih terbatas pada aspek ukuran dewan, frekuensi rapat, 

keberagaman gender, dan masa jabatan, sehingga belum mampu menangkap variabel 

internal substantif lain seperti keahlian fungsional ESG, proporsi direktur independen, atau 

dualitas jabatan CEO.  

2. Variabel moderasi berupa keberadaan Komite CSR dikalkulasi menggunakan proksi 

variabel dummy sebagai langkah penyederhanaan, sehingga belum mampu menangkap 
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aspek kualitas tata kelola, kompetensi fungsional, alokasi anggaran, maupun efektivitas 

kinerja riil komite.  

3. Kapasitas penjelasan dari model regresi utama (MRA) masih terbatas, di mana nilai 

Adjusted R-Squared hanya mencakup sebesar 37,6%. Hal ini menunjukkan adanya 62,4% 

variasi fluktuasi tingkat pengungkapan lingkungan yang dipengaruhi oleh aspek atau 

faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.  

Saran          

 Berdasarkan temuan penelitian dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang dapat 

diajukan untuk penelitian selanjutnya ialah: 

1. Menambahkan variabel penentu pengungkapan lingkungan dari unsur tata kelola 

kontemporer (seperti CEO duality atau keberadaan direktur asing) serta karakteristik 

keuangan (profitabilitas, leverage, dan firm size) guna meminimalisasi tingginya variasi 

faktor luar yang belum terjelaskan dalam model.  

2. Mengembangkan proksi pengukuran variabel moderasi menggunakan indikator aktivitas 

substantif berskala rasio, seperti frekuensi rapat tahunan komite CSR, jumlah anggota yang 

memiliki sertifikasi fungsional, atau latar belakang pendidikan spesifik di bidang 

lingkungan.  

3. Menerapkan pendekatan analisis data yang lebih beragam guna mengatasi kendala 

distribusi data, sehingga hasil penelitian berikutnya mampu merefleksikan nilai riil dari 

setiap variabel secara lebih akurat. 
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